
SALINAN-V*

WALIKOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,
: a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan

Kota Sibolga Tahun 2018 dan agar pelaksanaannya dapat
terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta
guna memberi pedoman dalam penyusunan Rencana
Anggaran Pendapatan Idan Belanja Daerah Tahun 2018,
maka perlu ditetapkan Rencana Keija Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2018;

: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor , 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Menimbang

Mengingat

6. Undang-undang...



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2035
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
tela}:, diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 -2019;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah ubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri R1 Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2013-2018;

Pembentukan Peraturan

16. Peraturan Daerah...



<>

16. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2017 Nomor 13
tambahan Lembaran Daerah Kota Sibol6ga Tahun 2017
Nomojr 12).

17. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2018

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Walikota adalah Walikota Sibolga;
Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Sibolga;
Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah Rencana Keija Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2018;

Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
Satuan Keija Perangkat Daerah Kota Sibolga;

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Sibolga Tahun 2018.

a.
b.
c.

d.

e.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2
Rencana Keija Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan
pembangunan Kota Sibolga untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun
2018 yang dimulai tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir 31 Desember
2018;
RKPD merupakan acuan dan pedoman bagi Satuan Keija Perangkat
Daerah dalam menyusun Rencana Keija SKPD Tahun 2018.

(1)

(2)

Pasal 3
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga Tahun 2005-2025 dengan
menggunakan Rencana Keija SKPD untuk kurun waktu 1 (satu) tahun
dan secara lengkap termuat dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan
Walikota ini;

(1)

(2) RKPD sebagaimana...



«>

RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Kerangka Ekonomi
Daerah, Prioritas-prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Keija Terukur
dan Rencana Pendanaannya.

(2)

Pasal 4

Dalam rangka pembahasan pendahuluan R.APBD tahun 2018 Pemerintah
Kota Sibolga menggunakan RKPD untuk menyusun dan membahas
Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
RKPD disusun setiap tahun dan merupakan landasan serta acuan untuk
menyusun dan membahas KUA-PPAS Kota Sibolga.

(1)

(2)

BAB III
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Walikota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 25 Juli 2017
WALIKOTA SIBOLGA,

dto.

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 02 Agustus 2017

SEKRETARTS DAERAH,

dto.

MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2017 NOMOR 71
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